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RINGKASAN 

 

Pengembangan buku ajar merupakan bagian penting untuk menghindari 

proses belajar mengajar yang terpusat kepada dosen (Lecturer Centered). 

Penggunaan buku ajar akan sangat membantu mahasiswa untuk lebih responsif 

dalam menerima materi pada setiap perkuliahan. Harapannya proses belajar 

mengajar mahasiswa dapat terbuka untuk ruang diskusi yang lebih produktif, 

khususnya  didalam pembahasan materi hukum kewarganegaraan. 

Sebagai salah satu materi perkuliahan di Prodi S1 PPKn Fakultas Ilmu Sosial 

dan Hukum UNESA, hukum kewarganegaraan termasuk mata kuliah yang baru 

dan belum memiliki buku ajar. Kata kewarganegaraan dalam nama mata kuliah 

ini sekilas adalah mencerminkan karakteristik Prodi S1 PPKn, termasuk 

didalamnya secara prinsip memang berisi aspek-aspek normatif menyangkut 

kewarganegaraan. Oleh karenanya jelas bahwa keberdaaan buku ajar hukum 

kewarganegaraan ini adalah sangat mendesak untuk diadakan, sehingga pada 

akhirnya dapat membantu kelancaran proses belajar mengajar.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas buku ajar hukum 

kewarganegaraan ditinjau dari segi materi/ konsep, pembelajaran/ pedagogis, 

dan keterbacaan/ bahasa dari para pakar. Selain itu juga untuk mengetahui 

efektifitas perkuliahan dengan menggunakan buku ajar hukum kewarganegaraan 

dalam mengembangkan kualitas perkuliahan. Sedangkan metode yang 

digunakan dalam penelitian pengembangan ini menggunakan model ADDIE 

yaitu : Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate. Pada penelitian ini 

hanya mengambil pada tahap analisis sampai tahap pengembangan saja 

Kata-kata kunci: buku ajar, hukum kewarganegaraan. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRAKATA 

 

 Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayahNya, sehingga kegiatan dan penyusunan laporan penelitian ini dapat 

diselesaikan sesuai yang diharapkan. Shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW, yang telah 

membawa pada pencerahaan serta senantiasa kita harapkan syafaatnya.   

 Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang dilaksanakan oleh 

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, dengan fokus pada pengembangan buku ajar. 

Penelitian ini mengambil judul “PENGEMBANGAN BUKU AJAR HUKUM 

KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA PRODI S1 PPKn FISH 

UNESA” 

 Berkaitan denngan bantuan dari beragam pihak dalam penelitian ini, maka 

kami mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dekan FISH UNESA yang telah memberi kesempatan kepada Kami untuk 

melaksanakan penelitian pengembangan bahan ajar ini. 

2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNESA 

yang telah memfasilitasi pelaksanaan seminar proposal dan hasil penelitian 

3. Ketua jurusan PMP-KN FISH UNESA yang telah memberikan kesempatan 

dan izin melaksanakan penelitian di program studi PPKn 

4. Rekan-rekan sejawat yang membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini 

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena itu 

segala kritik dan saran yang membangun dari para pemerhati sangat diharapkan demi 

sempurnanya laporan ini. Akhirnya semoga laporan penelitian ini bermanfaat bagi 

para pembaca.  

 

Surabaya,  November 2022 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan bidang 

kajian yang pada intinya berisi pembahasan mengenai eksistensi Pancasila serta 

segala aspek mengenai kewarganegaraan. Salah satu profil lulusan pada Prodi S1 

PPKn adalah sebagai guru atau pendidik, oleh karenanya berkaitan dengan 

kepentingan kajian serta profil lulusan tersebut maka dalam Prodi S1 PPKn 

membutuhkan bidang Ilmu Hukum, Politik, Sosiologi, dan Kependidikan. 

Sebagai salah satu bidang ilmu dalam Prodi S1 PPKn, ilmu hukum 

sederhananya adalah cabang ilmu yang membahas tentang hukum. 

Karakteristiknya normatif dan preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2010:32), 

salah satu lingkupnya adalah hukum kewarganegaraan. Secara prinsip materi-

materi dalam hukum kewarganegaraan tersebut adalah meliputi : 

1. Pendahuluan, yaitu berisi hakekat kewarganegaraan dan keimigrasian, 

pengertian-pengertian, dan istilah-istilah; 

2. Azas Hukum Kewarganegaraan, yaitu berisi pengertian warga negara dan 

hukum kewarganegaraan, ruang lingkup, konsep-konsep, azas 

kewarganegaraan; 

3. Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia, yaitu berdasarkan 

UU RI No. 3 Tahun 1946, Konferensi Meja Bundar Tahun 1949, UU RI no. 

62 Tahun 1958, UU RI No. 12 Tahun 2006; 

4. Warganegara Indonesia, yaitu meliputi : menentukan warganegara Indonesia, 

cara memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, hak dan 

kewajiban warganegara; 

5. Aspek Hukum Perkawinan Campuran, yaitu meliputi : syarat-syarat sah, 

kewarganegaraan bagi para pasangan dan anak, hak-hak kebendaan yang 

timbul;   



 
 

6. Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk, yaitu berisi : pengertian 

kependudukan, pengaturan kependudukan, hak dan kewajiban penduduk, 

pendaftaran penduduk; 

7. Keimigrasian di Indonesia, meliputi : pengertian umum, ruang lingkup, 

fungsi keimigrasian, pengaturan keimigrasian; 

8. Dokumen Imigrasi, yang meliputi : dokumen perjalanan, jenis-jenis surat 

perjalanan, masa berlakunya surat perjalanan, cara memperoleh surat 

perjalanan; 

9. Orang Asing di Indonesia, yaitu meiputi : izin keimigrasian, hak dan 

kewajiban orang asing, staf diplomatik atau konsuler, pengawasan dan 

penindakan terhadap orang asing, pemberian suaka; 

10. Pencegahan dan Penangkalan, meliputi : latar belakang pencegahan, 

kewenangan lembaga pencegahan, latar belakang penangkalan, kewenangan 

lembaga penangkalan, tata cara dan prosedur pelaksanaan; 

11. Perlindungan WNI di Luar Negeri, meliputi : prinsip-prinsip perlindungan, 

kaidah perlindungan berdasarkan Konvensi Wina 1961, Perlindungan TKI di 

luar negeri berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 2004; 

12. Tindak Pidana Kewarganegaraan di Indonesia, yaitu meliputi : rumusan 

unsur-unsur, sanksi dan pertanggungjawaban pidana. 

Materi-materi tersebut juga terurai dalam RPS, yang pada saat bersamaan disusun 

dengan menggunakan model OBE.   

Berdasarkan materi-materi sebagaimana digambarkan tersebut, terlihat 

luasnya cakupan. Maka dalam mempelajari hukum kewarganegaraan ini pada 

umumnya terkesan membosankan dan tidak menarik untuk dipelajari karena 

materi yang begitu banyak cenderung menguraikan deskripsi-deskripsi dan 

berbagai hal dari aspek hukum. Perlu dilakukan pengolahan bahan yang dikemas 

lebih kreatif tanpa mengurangi esensi atau muatan dari ilmu hukum 

kewarganegaraan itu sendiri. 

Penyusunan buku ajar hukum kewarganegaraan ini adalah yang pertama 

di Prodi S1 PPKn, bahkan di UNESA. Termasuk juga mata kuliah hukum 

kewarganegaraan ini baru diselenggarakan satu-satunya di Prodi S1 PPKn 

UNESA, sehingga proses penyampaian semua materi ini selain buku-buku 



 
 

hukum kewarganegaraan yang sudah diterbitkan maka perlu dikembangkan suatu 

bahan yang merupakan buku ajar. Pengembangan buku ajar merupakan bagian 

yang penting untuk menghindari proses belajar mengajar yang terpusat kepada 

dosen (Lecture Centered). Penggunaan buku ajar akan sangat membantu 

mahasiswa untuk lebih responsif dalam menerima materi hukum 

kewarganegaraan pada setiap pertemuan. Harapannya setiap proses belajar 

mengajar mahasiswa terbuka untuk ruang diskusi yang lebih produktif didalam 

pembahasan materi hukum kewarganegaraan, sehingga hasil pembelajaran dapat 

berhasil yang akan telihat setelah evaluasi hasil belajar nantinya. Salah satu alat 

untuk mencapai keberhasilan dari suatu penyampaian materi hukum 

kewarganegaraan ini adalah tergantung dari buku ajar yang digunakan. Sehingga 

sangat dibutuhkan buku ajar yang produktif dan berdaya guna. 

Selain itu buku ajar ini menjadi sarana bagi dosen untuk meningkatkan 

kompetensinya didalam mengajarkan materi-materi hukum kewarganegaraan. 

Dalam proses pengembangan buku ajar ini diharapkan materi-materi yang 

disampaikan semakin tajam, mudah dipahami dapat disampaikan dengan cara 

yang sederhana. Selain itu bahan-bahan yang disampaikan sesuai konteks 

kekinian yang mengalami perkembangan. Bagi mahasiswa buku ajar ini dapat 

menjadi referensi baru didalam proses belajar mengajar materi hukum 

kewarganegaraan. Sulitnya menemukan buku hukum kewarganegaraan yang 

termuthakir adalah salah satu alasan untuk pengadaan buku ajar ini. 

Peran dan pentingnya buku ajar dalam sistem pendidikan di negara kita 

telah lama disadari, namun pengadaannya belum optimal yang disebabkan faktor-

faktor diantaranya keterbatasan dalam kemampuan menulis, dana, minat baca, 

dan faktor-faktor lain yang memengaruhi rendahnya pengadaan dan penambahan 

buku ajar. Dalam konteks program studi S1 PPKn, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Hukum UNESA pengadaan buku ajar hukum kewarganegaraan ini tentu sangat 

dibutuhkan. 

Agar buku yang dihasilkan dosen benar-benar memadai, maka perlu 

adanya penelitian terhadap karya tulis dosen yang berupa buku ajar. Tujuan 

penelitian ini pada hakikatnya adalah meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas  

buku ajar yang disusun dosen jurusan PMP-KN, khususnya prodi PPKn yang 



 
 

merupakan lembaga penghasil guru PKn. Buku ajar yang dihasilkan merupakan 

buku ajar yang berkualitas dan berdaya guna. Untuk itulah maka melalui 

penelitian ini akan dikembangkan dan dihasilkan buku ajar hukum 

kewarganegaraan.  

Berdasarkan seluruh uraian yang dipaparkan di atas, maka dalam 

penelitian ini yang menjadi permasalahannya sehubungan dengan Pengembangan 

Buku Ajar hukum pidana dan acara pidana dirumuskan dengan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana kelayakan buku ajar hukum 

kewarganegaraan ditinjau dari segi materi/ konsep, pembelajaran/ pedagogis, dan 

keterbacaan/ bahasa dari para pakar ? 2. Bagaimanakah uji coba terhadap buku 

ajar hukum kewarganegaraan ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Pengembangan Buku Ajar sebagai Penunjang Proses Pembelajaran/ 

Perkuliahan 

Buku merupakan salah satu sumber dalam proses pembelajaran/ perkuliahan. 

Selain sebagai sumber pembelajaran, buku juga merupakan data primer didalam 

penulisan karya ilmiah baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Ada dua jenis 

buku yang biasa digunakan; yaitu buku paket yang diperoleh/ disediakan oleh 

Kemendikbud; artinya dibuat oleh tim penulis (ahli) dan diterbitkan oleh 

pemerintah melalui Kemendikbud. Berbeda dengan buku ajar dikeluarkan oleh 

penerbit swasta sebagai penunjang pembelajaran. 

Buku ajar adalah buku yang dirancang untuk digunakan di kelas, yang 

disusun dan disiapkan oleh pakar dalam bidangnya dan dilengkapi dengan 

sarana-sarana pembelajaran yang dapat mendukung keberhasilan proses belajar 

mengajar. Saat ini telah mulai disadari dan diupayakan bahwa proses 

pembelajaran di Lembaga pendidikan baik pada jenjang persekolahan maupun 

perguruan tinggi dilengkapi sarana buku ajar. Oleh karena itu semakin besarnya 

ketergantungan pada buku ajar, maka tuntutan peningkatan kualitas materi ajar 

dan penyajiannya juga semakin tinggi sehingga buku ajar yang dihasilkan 

bernilai tinggi yang buku tersebut bernilai tinggi dan berdaya guna. 

Buku ajar harus memenuhi syarat-syarat tertentu, penyajiannya harus 

menarik, menantang, materinya bervariasi sehingga peserta didik benar-benar 

termotivasi untuk mempelajarinya.Semakin berkualitas suatu buku, semakin 

sempurna mata pelajaran yang ditunjangnya. Untuk memenuhi kualitas buku 

ajar yang baik, maka diperlukan kriteria-kriteria tertentu dalam penyusunan dan 

penulisan buku ajar, kriteria tersebut menurut Greene dan Petty (Tarigan, 

1986:22) yaitu: sudut pandang (point of view); kejelasan konsep dengan 

kurikulum; menarik minat; menumbuhkan mitivasi; menstimulasi aktivitas 

siswa; ilustratif; harus dapat dimengerti; menunjang mata pelajaran lain; 

menghargai perbedaan individu ; dan menetapkan nilai-nilai. 



 
 

Menurut Greene dan Petty dalam Sapriya (2009 ; 3), ada sepuluh ciri 

buku ajar yang baik yang dapat dijadikan sebagai acuan pula dalam menilai 

buku ajar : (1) Buku ajar harus menarik minat pembaca ; (2) mampu memberi 

motivasi; (3) memuat ilustrasi yang menarik hati para peserta didik yang 

menafsirkannya; (4) mempertimbangkan kaidah linguistik sehingga sesuai 

dengan kemampuan pemakainya; (5) isinya harus berhubungan dengan rencana 

pembelajaran; (6) dapat menstimulasi, merangsang aktifitas-aktifitas pribadi 

peserta didik yang mempergunakannya; (7) menghindarkan konsep-konsep yang 

samar-samar dan tidak biasa, agar tidak membingungkan yang memakainya; (8) 

mempunyai sudut pandang yang jelas sehingga pada akhirnya menjadi sudut 

pandang para pemakainya; (9) mampu memberi pemantapan, penekanan pada 

nilai-nilai anak dan orang dewasa; (10) dapat menghargai perbedaan-perbedaan 

pribadi pemakainya. 

Kompetensi komunitas berperan terhadap terciptanya resiliensi komunitas 

atau daya tahan komunitas dalam melewati masa-masa sulit, terutama pasca 

bencana (Zaumseil & Schwarz, 2014 dalam Seto, 2018:1127). Karena 

keterikatan dengan anggotanya maka komunitas juga dapat membantu individu 

pulih dari trauma dan kesulitannya.  

 

2. Hukum Kewarganegaraan di Indonesia 

Indonesia dan ke-Indonesiaan merupakan nama atau penamaan dari konsep 

tentang orang, bangsa, dan wilayah negara kita yang berbentuk republik dengan 

susunan organisasi negara kesatuan. Karena itu, negara kita disebut Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah bersama bagi segenap warga 

bangsa kita mengasosiasikan diri dan mengikatkan diri dalam satu persekutuan 

hukum organisasi negara di tengah pergaulan antar bangsa dan antar negara di 

dunia. Ke-Indonesiaan berisi kandungan pengertian kebersamaan dan muatan 

perasaan kebangsaan yang mengatasi kebhinnekaan dalam ruang hidup di atas 

tanah dan air nusantara dalam satu kesatuan barisan berhadapan dengan dunia 

luar, dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain dalam dinamika pergaulan 

regional dan global. Spirit kebersamaan dan perasaan sebangsa dan setanah-air 



 
 

itulah yang biasa kita namakan dengan Indonesia dan ke-Indonesiaan (Jimly 

Asshiddiqie, 2011:12) 

Perkembangan dunia dewasa ini, para sarjana ilmu social dan ilmu 

politik dan hukum juga sudah terbiasa mendiskusikan dan mengembangkan 

pengertian bahwa dalam lingkup pengertian Negara (dengan huruf besar) 

terdapat hubungan segi-tiga antara negara (dengan huruf kecil), masyarakat 

warga (civil society), dan pasar (market) yang masing-masing memainkan 

perannya sendiri- sendiri dalam dinamika perkembangan peradaban suatu 

bangsa di tengah dinamika peradaban bangsa-bangsa di dunia. Dengan 

sendirinya, pengertian kita tentang ke-Indonesiaan harus pula 

mempertimbangkan kaitannya dengan dinamika dalam hubungan segi-tiga 

antara negara, masyarakat, dan sistem pasar itu. Aktor dalam kehidupan 

bermasyarakat terdiri atas para warga masyarakat dan institusi-institusi atau 

organisasi kemasyarakatan. Aktor-aktor dalam kehidupan bernegara terdiri atas 

para warga negara dan organ-organ penyelenggara negara. Sedangkan dalam 

dinamika pasar, terdapat actor orang, modal, institusi (organisasi), baik yang 

bergerak dalam kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi. 

Berkaitan dengan dinamika kegiatan bermasyarakat dan berusaha, kita 

harus menerima pengertian warga Indonesia meskipun yang bersangkutan bukan 

berkewarganegaraan Indonesia. Warganegara asing yang hidup menetap di 

Indonesia harus diterima sebagai warga Indonesia, setidaknya warga masyarakat 

Indonesia. Sebaliknya, orang Indonesia yang hidup di luar negeri, baik yang 

berkewarganegaraan Indonesia atu pun yang sudah berkewargangeraan asing, 

dalam hal-hal tertentu, tetap harus dipahami sebagai warga Indonesia juga. 

Memasuki Era Reformasi, penataan kehidupan agama di ruang publik 

memang jauh lebih longgar dibanding era Orde Baru. Pada masa Soeharto, 

Indonesia menerapkan UU anti-subversi yang sering disalahgunakan untuk 

tujuan-tujuan represif melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia No 11 

Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Hans Thoolen dalam 

Masdar Hilmy, 2015: 410). Akibatnya, UU ini seringkali dianggap 

membelenggu kemerdekaan dan kebebasan publik. Seiring dengan tumbangnya 

Orba dan pergantian rezim ke era Reformasi, UU ini menjadi salah satu yang 



 
 

diaspirasikan untuk dicabut. Presiden BJ. Habibie, sebagai penerus Presiden 

Soeharto, mengambil inisiatif pencabutan UU tersebut (Nadirsyah Hosen, dalam 

Masdar Hilmy, 2015: 410). Pencabutan UU tersebut terbukti menjadi pintu 

masuk bagi kelompok aliran dan keagamaan untuk kembali aktif setelah sekian 

lama tiarap. Pada saat itulah berbagai ormas radikal bermunculan. Mereka 

memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh Presiden Habibie sebagai 

kendaraan untuk memasarkan gagasan-gagasan keagamaannya yang radikal. 

Sedangkan menurut Ahmad Rizky (2010: 183-184), penyebab 

munculnya radikalisme di Indonesia secara garis besar terjadi dikarenakan 

munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi karena adanya kelompok yang 

menguasai akses pada modal dan kekuasaan sejak era pergerakan nasional. 

Kelompok Islam politik yang tak terakomodasi dalam struktur politik Indonesia 

mengambil langkah-langkah yang radikal dan berkarakter militeristik. 

Sementara secara ekonomi-politik, akar dari Islam Radikal adalah adanya 

pertentangan antara kelas borjuasi yang berwajah “moderat” dan “pro-

pemerintah” melawan mereka yang termarjinalisasi. Hal ini secara nasional 

dapat kita baca melalui adanya akumulasi kapital di kalangan kelompok 

pemodal, dan dalam level internasional dapat kita baca melalui skema 

dependensia antara Indonesia dengan negara-negara yang menjadi hegemoni 

melalui praktik-praktik ekonomi. Sehingga kesenjangan dan ketimpangan 

ekonomi memunculkan tindakan radikalisme agama yang menuju ke aksi 

terorisme. 

Pemaparan dari munculnya gerakan radikalisme di Indonesia diikuatkan 

dengan berbagai fakta, seperti survei yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia 

(LSI) (19/11/2015) menunjukkan faktor ekonomi dipercaya meningkatkan aksi 

terorisme. Lebih rinci hasil survei menjelaskan kondisi ekonomi yang sulit akan 

memicu aksi teror 83,78 persen. Data tersebut juga menunjukkan kondisi 

ekonomi yang berada pada kelas ekonomi rendah dikhawatirkan meningkatkan 

potensi terorisme. Seperti kita ketahui, kasus terorisme yang terjadi sebelumnya 

di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang ekonomi pelaku terorisme 

adalah mereka yang sulit kehidupan ekonomi. Gerakan radikalisme sering 

menjadikan kondisi ekonomi masyarakat yang lemah untuk mendoktrin serta 



 
 

mempengaruhi warga untuk bergabung dalam kelompok radikal. Contoh 

kelompok radikal gerakan ISIS yang mengincar warga negara Indonesia untuk 

bergabung dengan iming-iming gaji Rp 25 juta-Rp 39 juta sepekan (Suara 

Merdeka, hal 11, edisi 15 Maret 2015). Oleh karena itu, diperlukan peran negara 

untuk meningkatkan ekonomi kehidupan warga negaranya serta melindungi 

warga negaranya dari ancaman. Selain faktor ekonomi, menurut survei LSI di 

atas, terdapat faktor munculnya radikalisme, yaitu peraturan daerah yang 

diskriminatif. Dalam survei itu menyebutkan peraturan daerah berpengaruh 

memicu terorisme: 59,62 persen. Komnas Perempuan mencatat, di tahun 2015 

tak kurang dari 300 peraturan daerah mengandung isu diskriminatif. 

Sementara dari sudut pandang kajian sosiologi kewarganegaraan 

munculnya radikalisme adalah gambaran gagalnya negara dalam memberikan 

kesejahteraan bagi warga negaranya. Secara konsep negara kesejahteraan adalah 

sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan 

kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada Negara dalam 

memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada 

warganya. Indonesia sebagai yang menganut negara kesejahteraan menunjukkan 

indikasi belum mampu mewujudkan cita-cita memberikan kesejahteran bagi 

warga negaranya. Secara sederhana Negara kesejahteraan (welfare state) adalah 

negara yang menganut sistem ketatanegaraan yang menitik beratkan pada 

mementingkan kesejahteraan warganegaranya. Tujuan dari negara kesejahteraan 

bukan untuk menghilangkan perbedaan dalam ekonomi masyarakat, tetapi 

memperkecil kesenjangan ekonomi dan semaksimal mungkin menghilangkan 

kemiskinan dalam masyarakat. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa 

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia 

asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai 

warga negara.” 

Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut menerangkan pengertian orang-orang 

bangsa Indonesia asli adalah “Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan 

tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.” Hal ini 

berarti secara yuridis ketentuan ini oleh pembentuk undang-undang 



 
 

dimaksudkan sedapat mungkin mencegah timbulnya keadaan tanpa 

kewarganegaraan. Oleh karena itu, dengan menerapkan asas kelahiran (ius soli), 

orang yang lahir di wilayah Republik Indonesia mendapatkan perlindungan dan 

kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Titik 

berat diletakkan atas kelahirannya dalam wilayah negara Republik Indonesia 

dengan tujuan supaya tidak ada anak yang lahir menjadi apatride. 

Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 bahwa Warga 

Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dalam negara 

Republik Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Republik Indonesia. 

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda 

(bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda 

yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu 

pengecualian. 

Ketegasan siapa orang-orang bangsa Indonesia asli sebagaimana diatur 

dalam Pasal 2 berikut penjelasannya berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 

Tahun 2006 telah memperjelas dan mempertegas kedudukan dan kepastian 

hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia yang sejak kelahirannya di wilayah 

Republik Indonesia tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak 

sendiri tersebut sejalan dengan ketegasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 

ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946, 

sehingga dengan demikian pada tataran yuridis konstitusional interpretasi 

tentang pengertian “Asli” menjadi lebih jelas. 

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, undang- undang ini pada 

dasarnya menganut asas kelahiran berdasarkan tempat negara kelahiran (ius soli) 

itu secara terbatas artinya asas ius soli tersebut hanya dilakukan terbatas bagi 

anak-anak. Hal ini dapat diperhatikan pada penjelasan warga Negara Indonesia 

adalah dalam pasal 4 huruf (I) “Anak yang lahir di wilayah negara Republik 

Indonesia yang tidak jelas status kewarganegaraan ayah ibunya”, Pasal 4 huruf 

(J) “Anak yang baru lahir di temukan di wilayah negara Republik Indonesia 

selama ayah dan ibunya tidak diketahui”, dan Pasal 4 huruf (K) “Anak yang 

lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak 



 
 

mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya”, yang 

menjelaskan pengertian dari warga negara menentukan bahwa asas ius soli itu 

hanya berlaku bagi seorang anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia 

selama orang tua mereka tidak diketahui kewarganegaraannya. Jadi bukan 

berlaku apabila keberadaan tersebut sudah terjadi jika yang ditemukan adalah 

seorang anak yang sudah dewasa. 

Sementara untuk mencegah masalah status kewarganegaraan ganda 

(bipatride) dan tanpa kewarganegaraan (apatride), baik dari status 

kewarganegaraan yang lahir dari sistem kelahiran maupun sistem 

perkawinan,maka UU kewarganegaraan mengakomodasi asas kewarganegaraan 

tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan 

tunggal adalah asas kewarganegaraan yang menentukan bahwa hanya ada satu 

kewarganegaraan bagi setiap orang. Sedangkan asas kewarganegaraan ganda 

terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak 

yang belum dewasa (belum berusia delapan belas tahun atau belum pernah 

menikah). Hal ini sifatnya merupakan suatu pengecualian, dengan suatu 

pertimbangan, bahwa anak-anak masih belum dewasa (minderjarig) yang secara 

yuridis dianggap belum memiliki kecakapan (handelingson-bekwaam) dalam 

lalu lintas hukum. 

 

3. Karakteristik Mahasiswa Prodi S1 PPKn FISH UNESA 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian yang 

didalamnya dikaji dengan menggunakan ilmu hukum, politik, sosiologi, 

antropologi, dan kependidikan. Oleh karenanya dalam Prodi S1 PPKn FISH 

UNESA terdapat banyak sebaran mata kuliah yang termasuk dalam rumpun 

ilmu hukum. Namun demikian, banyaknya sebaran mata kuliah bidang ilmu 

hukum ini ternyata kurang mendapat respon yang positif oleh mahasiswa. 

Terbukti dari kurangnya minat mahasiswa untuk mengambil penulisan skripsi 

dengan tema ilmu hukum, hingga angka indeks prestasi mahasiswa pada mata 

kuliah hukum yang kurang begitu memuaskan.  

Bagi kebanyakan mahasiswa, mempelajari hukum adalah sulit karena 

harus menghafal sekian banyak aturan-aturan. Selama ini kondisi yang demikian 



 
 

senantiasa berlangsung pada setiap angkatan pada Prodi S1 PPKn FISH 

UNESA, sehingga mendesak dibutuhkan terobosan untuk menarik minat 

mahasiswa dalam mempelajari bidang-bidang ilmu hukum yang nantinya dapat 

memperkaya wawasannya dalam mengkaji Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Salah satu bidang hukum yang dimaksud adalah hukum 

pidana dan acara pidana, oleh karenanya dengan karakteristik mahasiswa yang 

demikian perlu ditumbuhkan semangat belajar melalui buku ajar ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan luaran berupa buku ajar yang nantinya 

dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran pada Prodi S1 PPKn UNESA, 

termasuk juga berkenaan dengan pembelajaran hukum pada umumnya.  

 

B. Manfaat Penelitian  

1. Bagi dosen : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu minat dosen dalam menulis 

buku ajar dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan dosen dalam 

menulis buku ajar. 

2. Bagi Mahasiswa 

Buku ajar yang dihasilkan dan telah mendapat masukan dari berbagai pihak 

dapat menambah referensi mahasiswa sehingga wawasan dan pengetahuan 

mahasiswa meningkat. 

3. Bagi Jurusan PMP-KN 

Buku ajar yang dihasilkan dapat menambah referensi perpustakaan jurusan 

PMP-KN dan menambah bahan bacaan bagi para pemerhati terkait dengan 

materi hukum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

1.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian pengembangan ini menggunakan model ADDIE yang disampaikan 

oleh (Maribe, 2009), yaitu : Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate. Pada 

penelitian ini hanya mengambil pada tahap analisis sampai tahap pengembangan 

saja. Pada tahap Analysis akan dilakukan kajian tentang capaian pembelajaran, 

deskripsi mata kuliah, dan substansi kajian. Pada tahap design dan development ini 

akan difokuskan pada pengembangan buku ajar hukum pidana dan acara pidana.  

 

2.  Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam 

tahapan-tahapan pada tabel berikut : 

 
Tabel  4.1.  
 
Kegiatan Tujuan Metode Tempat Hasil 

Analysis 
• Studi 

pustaka 

 
• kajian tentang capaian 

pembelajaran, deskripsi mata 
kuliah, dan substansi kajian 

 
• Studi Pustaka 
• Pelacakan 

pada berbagai 
literatur 

• Focus Group 
Discussion 

 
Unesa 

 
• Capaian 

pembelajaran, 
deskripsi mata 
kuliah, dan 
substansi 
kajian Hukum  

Design and 
Develop 
• Menyusun 

buku ajar 
 

• Analisis hasil studi pustaka  
• Menyusun buku ajar Hukum 

Kewarganegaraan 
 

• Panel group 
discussion 

• Unesa Tersusun draft 
awal Buku 
Ajar hukum 
kewarganegara
an  
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

3. Uji Coba 

1. Desain Uji Coba 

Pelaksanaan uji coba produk pengembangan dilaksanakan untuk memberikan 

masukan sebelum produk digunakan oleh sasaran atau dicetak menjadi buku ajar. Uji 

coba produk terdiri atas: 

a. Uji ahli isi bidang studi /mata kuliah; 

b. Uji coba kelompok kecil; 

c. Uji coba kelompok besar. 

 

2. Subyek Uji Coba 

a. Ahli Isi  

Ahli isi yang ditetapkan sebagai penguji buku ajar Hukum Kewarganegaraan 

ini adalah Dr. Harmanto, M.Pd.. Penetapan tersebut di dasarkan atas pertimbangan: 

(1) Memiliki latar belakang konsentrasi S3 Kewarganegaraan. 

(2) Berpengalaman menjadi pengajar mata kuliah.  

(3) Bersedia menguji isi produk pengembangan Buku Ajar Hukum 

Kewarganegaraan. 

 

b. Ahli Rancangan  

Ahli rancangan pembelajaran yang ditetapkan sebagai penguji dalam 

pengembangan bahan ajar adalah  Prof. Dr. Mustaji, M.Pd. Penetapan ini didasarkan 

atas pertimbangan sebagai berikut: 

(1) Memiliki latar belakang pendidikan Doktor bidang Teknologi Pembelajaran. 

(2) Memiliki keahlian dalam rancangan dan media pembelajaran di berbagai 

lembaga pendidikan. 

(3) Sebagai tenaga pengajar Mata Kuliah Pembelajaran Individual pada Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. 

(4) Bersedia menguji rancangan produk pengembangan bahan ajar. 

 

 

 

 



 
 

4. Sasaran Pemakai Produk 

Sasaran atau pemakai produk pengembangan ini adalah mahasiswa S1 

program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Teknik yang 

digunakan untuk menentukan subjek coba memakai purpusive kuota sampling.  

(1) Uji coba kelompok kecil, diambil sebanyak 2 mahasiswa yang sedang menempuh 

mata kuliah Hukum Kewarganegaraan di Unesa.  

(2) Uji coba kelompok besar, diambil sebanyak 12 mahasiswa yang sedang 

menempuh mata kuliah Hukum Kewarganegaraan di dua Universitas.  

 

5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

Data yang akan diungkap dalam tahap uji coba ini meliputi : 

1) Ketepatan isi bahan ajar, diperoleh dari ahli isi bidang studi; 

2) Ketepatan perancangan, diperoleh dari ahli rancangan pembelajaran; 

3) Keefektifan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, dari mahasiswa; 

4) Kemenarikan bahan ajar, yang diperoleh dari sasaran (mahasiswa) dengan 

indikator yang dikemukakan Degeng (1991) yaitu motivasi mempelajari dan 

penghargaan terhadap produk pengembangan.  

Data yang dihimpun meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh 

dari uji coba ahli bidang studi, ahli rancangan, uji coba perorangan dan kelompok 

kecil. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari uji coba kelompok besar. 

 

6 Teknik Analisis Data  

1. Angket 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang :  

(a) Ketepatan isi bahan pembelajaran. Data ini diperoleh dari ahli isi. Ahli isi akan 

mengkaji dari kebenaran dan ketepatan substansi kajian dalam bahan ajar yang 

dikembangkan. Angket ini bersifat terbuka sehingga ahli isi akan mengkaji atau 

menelaah seluruh isi atau materi bahan ajar yang dikembangkan.  

(b) Ketepatan perancangan (ahli perancangan). Data yang ingin dicari adalah 

kemenarikan sampul, ketepatan rumusan SK, KD, Indikator pembelajaran, 

ketepatan pengorganisasian buku ajar,  ukuran huruf pada bab, sub bab, uraian 



 
 

materi, keseuain isi dengan materi, kemenarikan sajian dalam buku ajar, petunjuk 

mengerjakan soal latihan, rumusan soal latihan. 

(c) Kemenarikan dan keefektifan produk pengembangan (uji coba perorangan, 

kelompok kecil, dan kelompok besar). Angket disusun dalam bentuk terbuka dan 

tertutup. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup untuk memperoleh data 

yang bersifat kuantitatif. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk 

memperoleh data yang bersifat kualitatif.  Data yang dicari pada ujicoba ini 

adalah kejelasan rumusan SK, KD, indikator, keterbacaan, kemudahan dalam 

memahami materi, kejelasan contoh yang disajikan, bahasa yang digunakan 

mudah dipahami, kemenarikan analogi, urutan prasarat belajar, rangkuman, 

sintesis, pengaktif strategi kognitif, kontrol belajar, dan soal latihan. 

2.  Wawancara 

Wawancara digunakan untuk memperdalam dalam menggali data khususnya 

dari ahli isi dan ahli rancangan.  

Keseluruhan data yang sudah masuk akan dianalisis berdasarkan isi dan 

statistik deskriptif. Analisis isi merupakan hasil dari kajian ahli bidang studi dan ahli 

rancangan. Hasil kajian yang berupa data kualitatif  akan dijadikan dasar untuk 

merivisi produk pengembangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Target akhir yang diharapkan dapat dilaksanakan terciptanya buku ajar 

hukum kewarganegaraan yang layak. Pada akhirnya dengan adanya produk 

tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk dapat 

meraih materi pembelajaran yang baik. Sebagaimana telah terurai sebelumnya 

bahwa pada intinya keberadaan buku ajar hukum kewarganegaraan ini adalah 

sebagai sarana alternatif dalam pembelajaran, dinyatakan demikian karena tidak 

dapat disangkal bahwa keberadaan buku hukum kewarganegaraan di pasaran 

sangat terbatas. Termasuk dari beberapa buku hukum kewarganegaraan tersebut 

kondisinya belum mutakhir, dan peruntukannya untuk mahasiswa hukum. 

Artinya tidak ada yang secara khusus diperuntukkan bagi kepentingan 

pembelajaran hukum di PPKn, sehingga sering susah dipahami oleh mahasiswa 

PPKn atau bahkan bukan orang dari disiplin ilmu hukum. Oleh karenanya Buku 

Ajar yang akan dihasilkan ini memiliki komponen yang pada intinya memang 

benar-benar diperuntukkan untuk mahasiswa PPKn bahkan bagi masyarakat 

yang bukan berasal dari disiplin ilmu hukum. Spesifikasi dalam buku ini karena 

berkaitan dengan komponen tersebut, maka pembahasannya sangat aplikatif. 

Sehingga mahasiswa PPKn akan mampu mengenali karakter Hukum 

kewarganegaraan Indonesia dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Berkenaan dengan target tersebut, dapat digambarkan bahwa 

perkembangan penelitian telah menunjukkan progress/ hasil luaran diantaranya 

berupa RPS yang telah mutakhir serta beragam bahan hukum. Hasil-hasil ini 

nantinya digunakan sebagai dasar dalam menyusun teks buku ajar, sehingga 

benar-benar mutakhir serta sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Pada 

akhirnya nanti buku ajar yang dihasilkan dan telah mendapat masukan dari 

berbagai pihak dapat menambah referensi mahasiswa sehingga dengan 

penggunaan buku ajar ini proses belajar mengajar semakin produktif dan 



 
 

berkualitas yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman menyangkut materi 

hukum kewarganegaraan bagi mahasiswa sebagai calon guru PKn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa buku 

ajar, khususnya dalam mata kuliah Hukum Kewarganegaraan pada Prodi S1 PPKn 

UNESA menjadi bahan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Hal ini 

karena dapat memberi pemahaman komprehensif mengenai norma-norma hukum 

bidang kewarganegaraan, dan sejalan dengan penciri keimuan prodi. Selain itu mata 

kuliah Hukum Kewarganegaraan di Prodi S1 PPKn UNESA merupakan mata kuliah 

baru, yang belum memiliki buku ajar.  

 

B. Saran 

Bahwa penyusunan buku ajar sebagaimana yang telah dihasilkan masih jauh 

dari sempurna, terutama karena kurang dalam kegiatan uji coba. Kekurangan tersebut 

karena terkait dengan jadwal, pertemuan daring, dan lainnya sehingga dalam 

semester berikutnya tetap perlu kegiatan uji coba.  
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a. bahwa berdasarkan hasil seleksi desk evaluasi dan pemaparan
proposal penelitian yang dilakukan oleh panitia seleksi, telah
ditetapkan Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial

dan Hukum Dana PNBP Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangari sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri

Surabaya Tentang Penetapan Penerima Penelitian Kebijakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Tahun Anggaran 2022;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2OO9

tentang Dosen (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 76, Tambahal l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5007);

2 . Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 20 1 4 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);

3. Peraturar Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.O5/2O 11 tentang
Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan
Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 363):

4. Peraturan Menteri Riset, Telorologi dan Pendidikan Tinggi RI

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 889);
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Salinan sesuai dengan aslinYa.
ala Biro Umum dan Keuangan,

50+09 r98701 100 t \

5. Peraturan Menteri Riset. Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Nonror 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri

Surabaya (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017

Nomor 1858);
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK'05/2009

tentang PenetaPan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen

Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang

menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Nomor 461/MlKYl.KP/2015 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun

2018-2022',

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022'

Menetapkan Penerima Penelitian Kebijakal Fakultas Ilmu Sosial dan

Hukum- Tahun Anggaran 2O22 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupitan bagian tidak ter?isahkan dari Keputusan
Rektor ini.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penerima dana penelitian
kebijakan Fakultas llmu- Sosial dan Hukum Tahun 2022, wajib
berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Jn 2022

sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022

Ditetapkan di SurabaYa
pada tanggal 20 Juni 2O22
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

rtd

NURHASAN
NIP 19630429 199002 1001

\IP
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